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PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA, ASUSILA TERHADAP 

ANAK YANG MASIH MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG YANG 

SUDAH TIDAK BERLAKU ATAU SUDAH DI AMANDEMEN 

 

Oleh 

HEROM WIHANDA 

 

Tindak pidana asusila adalah perbuatan kejahatan atas suatu kesopanan yang 

ada dalam kehidupan. Kejahatan atau perbuatan asusila banyak jenisnya yang ada 
dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pemerkosaan, perzinahan dan bahkan 

pencabulan yang dalam hal ini akan dibahas juga. Dalam tindak pidana asusila yang 

menjadi korban adalah anak dibawah umur oleh sebab itu para orang tua harus 
memperhatikan tumbuh kembang seorang anak dan mengetahui hak dan kewajiban 

sebagai orang tua serta memberikan pengetahuan kepada anak tentang hak dan 

kewajiban seorang anak dalam keluarga dan dalam masyarakat. 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan 

hakim dalam memutuskan perkara yang masih menggunakan undang-undang yang 

sudah di amandemen ?dan bagaimana analisa hukum terhadap putusan hakim yang 
menggunakan undang-undang yang sudah tidak berlaku atau sudah di amandemen? 

Dalam menangani perkara asusila terhadap anak 

Berdasarkan dengan judul skripsi ini dan beberapa permasalahan yang telah 
dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa:tindakan pidana asusila ini dapat 

terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu berupa faktor dari diri sendiri(intern)dan 

faktor lingkungan, ekonomi, dan budaya (faktor ekstern). Dalam menangani tindak 
pidana asusila dalam kasus ini hakim menggunakan putusan Ultra Petita,dimana 

hakim menetapkan keputusannya melebihi permintaan dari penutut, agar terdakwa 

dihukum lebih berat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya unsur pemaaf dan 

tindakan yang sangat meresahkan masyarakat. 

 

 

Keywords:Tindakan Asusila, Ultra Petita,Pertimbangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi 

Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa 

negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, 

kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi 

kelangsungan hidup umat manusia. 

Tindak pidana asusila adalah perbuatan kejahatan atas suatu kesopanan 

yang ada dalam kehidupan. Kejahatan atau perbuatan asusila banyak jenisnya 

yang ada dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pemerkosaan, perzinahan dan 

bahkan pencabulan yang dalam hal ini akan dibahas juga. Untuk itu kita harus 

menangani dan mengurangi kejahatan perbuatan asusila dengan peran serta 

masyarakat yang akan membantu mengurangi kejahatan tersebut. Dalam tindak 

pidana asusila yang menjadi pelaku adalah anak dibawah umur oleh sebab itu para 

orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang seorang anak dan mengetahui 

hak dan kewajiban sebagai orang tua serta memberikan pengetahuan kepada anak 

tentang hak dan kewajiban seorang anak dalam keluarga dan dalam masyarakat. 

Dalam hal ini juga orang tua memberitahukan tentang dampak yang akan 

diterima jika seorang anak nantinya bila menjadi pelaku kejahatan tindak pidana 

asusila. Dalam melakukan suatu kejahatan pasti akan mendapatkan sanksi atau 
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hukuman yang akan diterima oleh para pelaku kejahatan tersebut, namun 

dikarenakan pelakunya adalah anak dibawah umur maka harus 

mempertimbangkan juga masa depan dan tumbuh kembang anak tersebut 

meskipun dalam kondisi pelaku kejahatan. Kita dapat mengetahui faktor anak 

melakukan suatu kejahatan serta dampak yang diperoleh oleh pelaku kejahatan. 

Dalam hal ini hukuman yang diterima haruslah sesuai dengan dengan kejahatan 

yang dilakukannya. Dan juga bagaimana upaya yang akan dilakukan dalam 

menangani kasus tindak pidana asusila tersebut agar tidak berkembang dan dapat 

meresahkan masyarakat. 

 

Proses peradilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah proses 

peradilan yang adil, dalam artian kepentingan semua pihak yang terlibat 

didalamnya dapat terlindungi. Proses hukum yang adil disini mengandung arti 

dilindunginya kepentingan dari para pihak yang terlibat didalamnya sehingga ada 

keseimbangan dalam pencapaian keadilan. 

 

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang 

sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut Dengan demikian hakim dalam 

membuat suatu putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai 

dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat 

formil maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. 

Bila hal-hal negatif tersebut dapat dihindari tentu yang diharapkan selanjutnya 

pada diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya suatu sikap  

atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat 
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menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi 

bagi kalangan teoritisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri 

jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi. 

 

Hakim akan selalu berusaha agar putusannya dapat diterima masyarakat, 

setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat meneruna 

seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega sewaktu putusannya dapat 

memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan 

memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan 

nilai-nilai kebenaran dan keadilan.1 

 

Dalam penjatuhan putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang 

terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak. Hakim dapat yakin terdakwa 

melakukan tindak pidana atau tidak, diperlukan adanya pembuktian . Dari 

pembuktian dapat diketahui kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang 

pelaku pidana, atau untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan 

oleh terdakwa. 

 

Putusan hakim dalam perkara pidana dapat berupa putusan penjatuhan 

pidana , jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, 

putusan pembebasan dari tindak pidana (vrijspraak) dalam hal menurut hasil 

pemeriksaan di persidangan , kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan ataupun putusan lepas dari segala tuntutan faukiun dalam hal 

 

1 Ahmad Rifai, 2010, Penemtum Hukwn oleh Hakim dalam Perspdcttf Hukum Progres^y 
Jakarta: Sinar Grafika, hhtL9A 



4 
 

 

 

 

 

 

perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti. tetapi perbuatan 

tersebut tidak menipakan suatu tindak pidana. 2 

Berdasarkan bukti-bukti yang diperiksa di persidangan tersebut hakim 

selanjutnya mempertimbangkanya dari aspek yuridis, aspek RlosoRs dan aspek 

sosiologis. Dalam rangka memenuhi syarat penyelesaian studi SI dari Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dalam hal ini penulis akan 

mencoba menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap 

Perkara, Asusila Terhadap Anak Yang Masih Menggunakan Undang- 

Undang Yang Sudah Tidak Berlaku Atau Sudah Di Amandemen” 

B. Permasalahan 

 
Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang masih 

menggunakan undang-undang yang sudah di amandemen ? 

2. Analisa hukum terhadap putusan hakim yang menggunakan undang-undang 

yang sudah tidak berlaku atau sudah di amandemen ? 

C. Ruang lingkup dan Tujuan 
 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam 

Hukum Pidana yang membahas analisis pertimbangan hakim terhadap perkara 

asusila terhadap anak yang masih menggunakan Undang – Undang yang tidak lagi 

berlaku. Ruang lingkup penelitian ini yaitu KANTOR HUKUM DR. H. 

SYARIFUDDIN PETTANASSE, SH, MH dan putusan Nomor : 

2 Andi Hamzah, 2013, Hitkum Aar a Pidana IndonesiOy Jakarta: Sinar Grafika, hlin.28S 
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171/Pid.SUS/2020/PN Ckr Penelitian dilaksanakan pada tahun 2020. 

 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

 
 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap perkara asusila terhadap 

anak yang masih menggunakan Undang – Undang yang tidak tidak lagi berlaku 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum terhadap hakim yang menggunakan 

undang-undang yang sudah tidak berlaku 

D. Kerangka konseptual 

 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan 

dengan istilah yang akan di teliti.3 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan 

pembahasan dalam skripsi ini, maka di bawah ini ada beberapa konsep yang 

bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat di jadikan pegangan dalam 

memahami skripsi ini: 

a. Hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. 

 

Seorang hakim bisa menjalankan tugas peradilan (yudisial) di lingkungan 

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Peradilan Agama. Ada 

juga hakim militer yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan 

Peradilan Militer.4 

 

 

3 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press Alumni. Bandung, 1986. hlm 134 
4 Hakim, https://campus.quipper.com/careers/hakim, diakses tanggal 02 juli 2020. 

https://campus.quipper.com/careers/hakim
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b. Perkara adalah masalah, persoalan (mentok)5 

 
c. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.6 

d. Asusila adalah perilaku atau tindakan yang TIDAK SUSILA (baik). Adapun 

contoh tindakan asusila adalah berkata kasar kepada yang lebih tua, berbuat 

cabul, berlaku tidak sopan dan masih banyak lagi lainnya.7 

e. Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 
 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan 

 

bersama Presiden[1]. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan 
 

main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur 
 

kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. 

Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip 

yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara 

keduanya8 

f. Amendemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, 
 

terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan, 

atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini 

umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada perundang- 

 

 

5Perkara,https://jagokata.com/artikata/perkara.html#:~:text=%5Bperkara%5D%20Makna 

%20perkara%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata., diakses tanggal 

02 juli 2020. 

Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

 
7 Asusila, https://brainly.co.id/tugas/5644411, diakses tanggal 02 juli 2020. 
8 Undang-undang, https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_(Indonesia), diakses tanggal 

09 april 2020. 

dan Korban 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi
https://jagokata.com/artikata/perkara.html#%3A~%3Atext%3D%5Bperkara%5D%20Makna%20perkara%20di%20KBBI%2Carti%20dan%20definisi%20di%20jagokata
https://jagokata.com/artikata/perkara.html#%3A~%3Atext%3D%5Bperkara%5D%20Makna%20perkara%20di%20KBBI%2Carti%20dan%20definisi%20di%20jagokata
https://brainly.co.id/tugas/5644411
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_(Indonesia)
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undangan sebuah negara (amendemen konstitusional). Konstitusional 
 

merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencangkup 

struktur, prosedur, serta kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, 

konstitusional sangat berhubungan erat dengan amendemen karena bertujuan 

untuk memperbaiki suatu catatan/dokumen penting suatu negara yang 

mencangkup bentuk, struktur, prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya.9 

g. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja 

dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai 

akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar 

larangan hukum pidana.10 

E. Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan penelitian 

hukum normatif atau penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, 

yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang- 

undangan, keputusan pengadilan,  teori hukum dan pendapat para sarjana.11 

Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian keperpustakaan dengan 

cara mengkaji : 

a.  Bahan hukum primer: berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang – undang 

no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. 

 

 
 

9 Amandemen, https://id.wikipedia.org/wiki/Amendemen, diakses tanggal 06 april 2019. 
10 Pidana, https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana, diakses tanggal 05 april 2020. 
11 Pengertian Penelitian Hukum Normatif melalui https://idtesis.com/pengertian- penelitian- 

hukum-normatif-adalah/, diakses tanggal 26 januari 2013. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Amendemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana
https://idtesis.com/pengertian-%20penelitian-%20%20%20%20%20%20%20%20%20hukum-normatif-adalah/
https://idtesis.com/pengertian-%20penelitian-%20%20%20%20%20%20%20%20%20hukum-normatif-adalah/
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b. Bahan hukum skunder: berupa buku-buku, majalah, pendapat para 

ahli/pakar maupun hasil penelitian. 

c. Bahan hukum tersier: berupa jurnal, ensiklopedia, bahan dari internet. 

 
F. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka keseluruhan 

sistematika penulisannya di susun sebagai berikut : 

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi 

Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang 

erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : pertimbangan hakim terhadap 

perkara asusila terhadap anak yang masih menggunakan Undang – Undang 

yang tidak tidak lagi berlaku atau sudah di amandemen 

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan dasar 

pertimbangan hakim terhadap perkara asusila terhadap anak yang masih 

menggunakan Undang – Undang yang tidak tidak lagi berlaku 

dan Analisa hukum terhadap putusan hakim yang menggunakan undang- 

undang yang sudah tidak berlaku atau sudah di amandemen 

Bab IV berisikan Kesimpulan 
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